
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalarn Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indnesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

Menimbang a. Bahwa menindaklanjuti surat edaran menteri dalam
negeri nomor 910/ 1867 / SJ tanggal 17 April 2017
tentang implementasi transaksi non tunai pada
kabupaten /kota yang harus diimplementasikan per 1
januari 2018;

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalarn
pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang tepat jumlah, arnan, efisien, transparan,
dan akuntabel perlu membentuk peraturan bupati yang
mengatur sistem pembayaran non tunai dalarn belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai
Dalarn Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah;

BUPATILOMBOKTENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

SISTEM PEMBAYARANNON TUNAlDALAMBELANJAANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJA DAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAH

TENTANG

TAHUN2018NOMOR ~

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



{

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4578);

7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan
Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok­
Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTengahTahun 2007 Nomor1);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTengahTahun 2016 Nomor6);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
LombokTengah Tahun Anggaran 2018 (LembaranDaerah
Kabupaten LombokTengahTahun 2017 Nomor9)

11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten LombokTengahTahun Anggaran2018.
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BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten LombokTengah
2. Bupati adalah Bupati LombokTengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pembayaran Non Tunai adalah Transaksi pemindahan sejumlah uang
dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa
alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik
atau sejenisnya.

5. sistem pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang
dilakukan melalui bankjmenggunakan sistem bank.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah
Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaranj pengguna barang.

10.Unit kerja adalah bagian OPDyang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGSISTEM PEMBAYARAN
NONTUNAlDALAMBELANJAANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAH.

MEMUTUSKAN:
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(1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBDiru dilaksanakan
berdasar asas:
a. efisiensi;
b. keamanan; dan
c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa
dijalankan dengan baik tanpa menghabiskanwaktu, tenaga, dan biaya.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
sistem pembayaran non tunai dalam belanjaAPBDmemberikanjaminan

i'

Pasal2

BAB II

ASASDANTUJUAN

16.PenyediaBarang darr/atau Jasa adalah Setiap Orangyang menyediakan
barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia barang
darr/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang­
undangan.

17.Bank Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan
pembayaran transaksi keuangan PemerintahDaerah.

11.Pengguna Anggaranadalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan
anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi
PerangkatDaerahyang dipimpinnya.

12.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsiOrganisasiPerangkatDaerah .

13.Bendahara Pengeluaran adalah ASNyang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkanuang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBDdi setiap SKPD.

14.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASNyang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan
APBDpada unit kerja.

15.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan
diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan
kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBDdi setiap
SKPD.
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(1) Setiap pembayaran belanja APBDwajib melalui sistem Pembayaran Non
Tunai.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai;
2) Belanja Bunga;
3) Belanja Subsidi;
4) Belanja Hibah;
5) Belanja Bantuan Sosial;
6) BelanjaBantuan Keuangandari Kabupaten;
7) Belanja Dana Desa
8) Belanja ADD
9) BelanjaBagiHasil kepada pemerintah desa;
10) Belanja Bantuan Keuangankepada pemerintahan desa dan partai

politik;dan
11)Belanja tidak terduga.

Pasal4

Jenis Pembayaran

Bagian Kesatu

BABII!
JENISPEMBAYARANDANPENGECUALIAN

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati iru adalah mewujudkan
pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, arnan, efisien,
transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi.

Pasal3

atas kearnanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalarn
pembayaran belanja APBD.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
sistem pembayaran non tunai dalarn belanja APBDharus memberikan
manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan daerah dan semua pihak
yang berkepentingan dalarn pembayaran belanja APBD.
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(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran
NonTunai sebagaimanadimaksud dalamPasal4 ayat (1)adalah:
a. pembayaranbelanja untuk perjalanan dinas luar daerah;
b. pembayaranbelanja transport/honorarium peserta ke masyarakat;
c. pembayaranbelanja bantuan kepada orang terlantar;
d. pembayaranbelanja bantuan kepadayatim piatu;
e. pembayaranuntuk melaksanakan putusan pengadilan;
f. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi

bencana alam;
g. pembayaranuntuk pembelianbenda pos;
h. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di

luar daerah;

Pasal 7

BagianKetiga
Pengecualian

(2) Sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1)berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(1) Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar
ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)dikenai sanksi
administratif.

Pasal6

BagianKedua
Sanksi Administrasi

pihak yang menerima transaksi pembayaran belanja APBDdari Pemerintah
Daerah harus memilikinomorrekeningdi bank.

Pasal5

b. BelanjaLangsung
1) BelanjaPegawai;
2) BelanjaBarang/.Jasa; dan
3) BelanjaModal.

- 6 -



BABVI

KETENTUANPERALIHAN

PasallO

Ketentuan mengenai sistem pembayaran non tunai dalam belanja Aggaran

Pendapatan Belaja Daerah kabupaten lombok tengah dilaksanakan paling

lama 5 (lima)bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.

(1) Pengawasan atas penerapan pe1aksanaan Perarurari B'u~li -=rr-f... -d:ilakukan

oleh Aparatur Pengawasan Intemal Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I J diIakukan secara

terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Pasal9

BABV

PENGAWASAN

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Pembina

Penerapan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengsu: Keputusan

Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat \1) meupuu fasilitasi

pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan

Bupati, perjanjian kerja sama dan Iatau nota kesepahaman dengan Bank

Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal8

BABIV

PEMBINAAN

(2)Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau

Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan

bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 )

1. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk perseorangan yang

bukan berbadan hukum

J. pembayaran Belanja Barangj Jasa kurang dari Rpl.OOO.OOO,OO(satu

juta rupiah).
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H. NURSIAH

ttd

Diundangkan di Praya
pada tanggal
Sekretaris Daerah

Ditetapkan di LombokTengah
pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok

Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasalll

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

- 8 -


